PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

TENTANG

PENGEMBANGAN AKSES PEMASARAN PROMOSI DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF
SERTA KEMITRAAN BAGI PRODUK KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH

NOMOR : /518 /DK.UKM
NOMOR :

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan Mei tahun dua ribu dua puluh dua bertempat
di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NORHANI : PIlt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor .............. Tanggal
13 April 2022, berkedudukan di Jalan Willem AS No. 7
Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II.I WAYAN MARDIANA : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Bali
Nomor 2301/04-B/HK/2019 Tanggal 30 Desember
2019, berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan Niti Mandala
Renon Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Gubernur Kalimantan Tengah dan Gubernur Bali telah
menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 02/KB/KSOD-KTG/2022 dan
Nomor 075/02/KB/ B.Pem.Kesra/IlI/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan dan
Pengembangan Potensi Daerah.

2. Bahwa PARA PIHAK setuju menindaklanjuti Kesepakatan Bersama dimaksud
dengan Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Pihak Il .........cccu....... Paraf Pihak | ......cccceoueennenee



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat
Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Akses Pemasaran Promosi dan
Keunggulan Kompetitif Serta Kemitraan Bagi Produk Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Dasar Pertimbangan :

1.

10.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1622);

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6219);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja
Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008
Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 23);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan,
Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan,
Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 36);
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11.

12.

13.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan
Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Untuk Penandatanganan Perjanjian Kerja
Sama (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 36);

Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan
Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali (Berita Daerah
Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 99);

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan
Pemerintah Provinsi Bali Nomor 02/KB/KSOD-KTG/2022 dan Nomor
075/02/KB/B.Pem.Kesra/Il[/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan dan
Pengembangan Potensi Daerah.

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 6
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau
Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha
Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan badan usaha
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari
Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha
patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha
Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di
Indonesia.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
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10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah,
Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim
dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga
mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui
penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai
aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh
pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang
seluas-luasnya.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah melalui fasilitasi bimbingan, pendampingan dan perkuatan
untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia
Usaha, dan masyarakat melalui Bank, Koperasi, dan lembaga keuangan bukan
bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.

Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar
kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun
tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, usaha
kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk

mengembangkan pertumbuhan dan pengembangan koperasi, usaha mikro usaha
kecil dan usaha menengah.

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan akses
pemasaran, promosi, pendampingan kewirausahaan, dan meningkatkan sarana
prasarana pemasaran dan menjalin kemitraan bagi produk koperasi, usaha
mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :

1.

Pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi,
usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;

Pengembangan pendampingan kewirausahaan keunggulan kompetitif kopersasi,
usaha kecil dan usaha menengah;

Peningkatan sarana / prasarana pemasaran pengembangan koperasi, usaha
mikro, usaha kecil dan usaha menengah melalui penyediaan pasar tematik dan
outlet-outlet penjualan; dan
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4.

Kemitraan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :

a.

Pengembangan akses pemasaran dan promosi bersama antar PARA PIHAK
meliputi produk-produk koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah;

Kegiatan pengembangan dan pendampingan koperasi, usaha mikro, usaha kecil
dan usaha menengah melalui tranformasi inovasi dan teknologi;

Kegiatan pengembangan dan pendampingan koperasi, usaha mikro, usaha kecil
dan usaha menengah dalam pengembangan desain dan kemasan produk;

Membangun kemitraan bersama pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan
usaha menengah dalam pemenuhan bahan baku, peningkatan kualitas produk
serta pemasaran produk;

Membanguan kemitraan bersama antar pelaku koperasi, usaha mikro, usaha
kecil dan usaha menengah dengan pelaku usaha pariwisata dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pariwasata;

Kerjasama pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku koperasi, usaha mikro,
usaha kecil dan usaha menengah, khususnya peningkatan sumber daya manusia
dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengembangan
kualitas dan daya saing produk; dan

Program magang dan adopsi teknologi bagi masing-masing pelaku koperasi,
usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi kegiatan :

(1)

(2)

(3)

(4)

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara rinci dalam
bentuk rencana kerja tahunan.

Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat berakhir meskipun terjadi
pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh
tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:
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(2)

Mendapatkan akses pemasaran dan promosi produk-produk koperasi, usaha
mikro, usaha kecil dan usaha menengah dari PIHAK KEDUA;

Mendapatkan dukungan dan bantuan pengembangan dan pendampingan
koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan wusaha menengah dalam hal
pengembangan desain dan kemasan produk, melalui tranformasi inovasi dan
teknologi dari PIHAK KEDUA;

Mendapatkan dukungan dan bantuan fasilitasi pemasaran serta promosi
bersama antara dari PARA PIHAK;

Mendapatkan dukungan fasilitasi dalam membangun kemitraan bersama pelaku
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam pemenuhan bahan baku,
peningkatan kualitas produk serta pemasaran produk dari PIHAK KEDUA;

Mendapatkan dukungan dan bantuan fasilitasi dalam membangun kemitraan
bersama antar pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pelaku
usaha pariwisata dalam rangka pemenuhan kebutuhan pariwasata dari PIHAK
KEDUA;

Mendapatkan dukungan dan bantuan kerjasama pelatihan dan bimbingan teknis
bagi pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah khususnya
peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas sumber daya
manusia untuk pengembangan kualitas dan daya saing produk dari PIHAK
KEDUA; dan

Mendapatkan dukungan fasilitasi program magang dan adopsi teknologi bagi
masing-masing pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah
dari PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK KESATU:

Mengirim produk-produk koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah untuk mendapatkan akses pemasaran dan Promosi di wilayah
PIHAK KEDUA;

Mengirim dan memasarkan/mempromosikan produk halal dari PIHAK KEDUA
ke wilayah PIHAK KESATU;

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dukungan,
bantuan pengembangan dan pendampingan melalui tranformasi inovasi dan
teknologi;

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dukungan
dan bantuan pengembangan dan pendampingan desain dan kemasan produk
usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dukungan
dan bantuan fasilitasi pemasaran serta promosi bersama antara PARA PIHAK;,

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dukungan
fasilitasi dalam membangun kemitraan bersama pelaku koperasi, usaha mikro,
usaha kecil dan usaha menengah dalam pemenuhan bahan baku, peningkatan
kualitas produk serta pemasaran produk;

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dukungan
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(3)

(4)

dan bantuan fasilitasi dalam membangun kemitraan bersama antar pelaku
koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan pelaku usaha
pariwisata dalam rangka pemenuhan kebutuhan pariwisata;

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan pelatihan
dan bimbingan teknis bagi pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah khususnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk
pengembangan kualitas dan daya saing produk; dan

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran program magang dan adopsi
teknologi bagi masing-masing pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan
usaha menengah.

Hak PIHAK KEDUA:

Mendapatkan akses pemasaran dan promosi produk-produk koperesi, usaha
mikro, usaha kecil dan usaha menengah di wilayah PIHAK KESATU;

Mendapatkan dukungan dan bantuan pengembangan dan pendampingan
koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan desain
dan kemasan produk, melalui transformasi inovasi dan teknologi dari PIHAK
KESATU;

Mendapatkan dukungan dan bantuan fasilitasi pemasaran serta promosi
bersama antara PARA PIHAK;

Mendapatkan dukungan fasilitasi dalam membangun kemitraan bersama pelaku
koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam pemenuhan
bahan baku, peningkatan kualitas produk serta pemasaran produk dari PIHAK
KESATU;

Mendapatkan dukungan dan bantuan fasilitasi dalam membangun kemitraan
bersama antar pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah
dengan pelaku usaha pariwisata dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pariwasata dari PIHAK KESATU;

Mendapatkan dukungan dan bantuan kerjasama pelatihan dan bimbingan teknis
bagi pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah khususnya
peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan kapasitas sumber daya
manusia untuk pengembangan kualitas dan daya saing produk dari PIHAK
KESATU;

Mendapatkan dukungan fasilitasi program magang dan adopsi teknologi bagi
masing-masing pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah
dari PIHAK KESATU.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

Mengirim produk-produk koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah untuk mendapatkan akses pemasaran dan promosi di wilayah PIHAK
KEDUA;

Mengirim dan memasarkan/mempromosikan Produk Halal dari PIHAK KESATU
ke wilayah PIHAK KEDUA;

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dukungan
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dan bantuan pengembangan pendampingan melalui tranforrnasi inovasi dan
teknologi;

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dukungan
dan bantuan Pengembangan dan pendam pingan desain dan kemasan produk
usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dukungan
dan bantuan fasilitasi pemasaran serta promosi bersama antara PARA PIHAK;,

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dukungan
fasilitasi dalam membangun kemitraan bersama pelaku koperasi, usaha mikro,
usaha kecil dan usaha menengah dalam pemenuhan bahan baku, peningkatan
kualitas produk serta pemasaran produk;

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan dukungan
dan bantuan fasilitasi dalam membanguan kemitraan bersama antar pelaku
koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan pelaku usaha
pariwisata dalam rangka pemenuhan kebutuhan pariwasata;

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran untuk mendapatkan pelatihan
dan bimbingan teknis bagi pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah khususnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk
pengembangan kualitas dan daya saing produk; dan

Memetakan dan menyiapkan data koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha
menengah potensial yang akan dijadikan sasaran program magang dan adopsi
teknologi bagi masing-masing pelaku koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan
usaha menengah.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan
kepada masing-masing PIHAK yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah
serta tidak mengikat, sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu S (lima) tahun sejak

ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK

setelah dilakukan evaluasi bersama, dengan ketentuan PIHAK yang ingin
memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA
PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan perselisihan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah..

Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat PARA PIHAK.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungiawab atas keterlambatan atau kegagalan
dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini
yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK
yang digolongkan sebagai force majeure.

Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam
(gempa bumi, banjir, angin ribut atau kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat
dihindari), dan bencana non alam (wabah penyakit), serta bencana sosial (perang,
huru-hara, teror bom, dan kekacauan ekonomi/moneter) yang berpengaruh pada
Perjanjian Kerja Sama ini.

Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1) maka PIHAK yang
terkena force majeure wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure yang
dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan
Perjanjian Kerja Sama dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat
melangsungkan sebagaimana mestinya.

Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau
kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8, dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat
2 (dua) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan
perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah pusat yang tidak
memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka
waktu seperti yang dimaksud dalam Pasal 8.

Paraf Pihak Il .........cccu....... Paraf Pihak I ......ccccuueue.e.



Pasal 12
ADDENDUM
Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan
atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA
PIHAK sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (addendum)

yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Bali pada hari dan
tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

I WAYAN MARDIANA NORHANI



